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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesikannya Praktik
Kerja Lapangan dan tersusunnya laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Dalam
laporan ini penulis memaparkan secara garis besar hal-hal yang penulis kerjakan
selama masa Praktek Kerja Lapangan di Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Penulis mendapat banyak hal selama magang di Kementrian Sosial Republik
Indonesia, baik ilmu, pertemanan, kesempatan mempraktekan ilmu yang telah
penulis dapat selama di bangku perkuliahan yang akan bermanfaat bagi penulis
kedepannya.
Penulis turut berterimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung
penulis dalam menjalankan Praktek Kerja Lapangan, antara lain;
a. Orangtua penulis,
b. Adam Zakaria.SE.M.Si,Ph.D,Ak selaku dosen pembimbing penulis,
c. Dr.Etty Gurendrawati,M.Si,Ak selaku ketua program Studi D3 Akuntansi,
d. Keluarga besar Sekretariat Jenderal Pemberdayaan Sosial terutama di
Bagian Keuangan,Bapak Wahid Junaidi selaku Kepala Bagian
Keuangan,lbu Pratiwindiah selaku Kepala Sub Bagian Tata Laksana
Keuangan, lbu Aprita Mayangsari selaku Pengolah Data Pengelolaan
Keuangan,lbu Pujiarini selaku Penyusun Rencana Kuangan,Bapak Edy
Supriyadi selaku kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji,lbu
Rachmawati Budi Utami selaku Bendahara,lbu Elvie Susanty selaku

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi,Bapak Abdul Rozak selaku



Penyiap Bahan Verifikasi dan Akuntansi yang telah banyak membantu
praktikan selama masa magang, baik bantuan ilmu dan dukungan lainnya,
e. Pihak lain yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, dan lain-lain,
yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Menyadari ketidaksempurnaan penulis dalam menyusun Laporan Praktik Kerja
Lapangan ini, menulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran dari
pembaca demi penulisan yang lebih baik kedepannya. Penulis berharap Laporan

PKL ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang menggunakannya. Terimakasih

Jakarta,30 November 2017

Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Saat ini banyak mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah namun tidak
memiliki pengalaman didunia kerja. Sehingga mahasiswa tidak memiliki nilai
lebih dalam bersaing didunia kerja dikarenakan pengalaman yang tidak dimiliki
oleh mahasiswa tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia
kerja kita sudah dituntut untuk mengerti dasar-dasar dalam dunia kerja minimal
seperti peraturan pada umumnya didalam dunia kerja mahasiswa juga dituntut
untuk lebih mengerti hal-hal apa yang harus sudah dikuasai seperti penguasaan
dalam mengoperasikan komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel,
mengetahui dasar-dasar Software Akuntansi seperti MYOB, Accurate, dan
menguasai jurnal-jurnal, Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas
dan sebagainya harus lebih ditingkatkan lagi sebelum masuk kedunia kerja yang

sesungguhnya.

Disisi lain,Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan
merupakan pemilik status sebagai penduduk terbanyak keempat setelah Cina 1,37
miliar jiwa, India 1,32 miliar jiwa, dan Amerika Serikat 323 juta jiwa dan
Indonesia 261 juta jiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki
penduduk usia produktif yang jumlahnya melimpah namun tidak diimbangi

dengan kecukupan lapangan pekerjaan. Rata-rata usia penduduk Indonesia adalah



28.6 tahun (perkiraan tahun 2016). Ini adalah median age yang berarti separuh
dari populasi Indonesia berusia 28.6 tahun lebih dan separuhnya lagi umurnya di
bawah 28.6 tahun.Pada tahun 2010, sekitar 19 persen penduduk Indonesia adalah
anak yang umurnya di bawah sepuluh tahun, sekitar 37 persen di bawah dua puluh
tahun dan sekitar setengah populasi Indonesia berusia di bawah tiga puluh tahun®.
Hal ini menunjukan melimpahnya tenaga kerja usia produktif di
Indonesia, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya
terjun ke dunia kerja. Sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran semakin
meningkat. Kemudian persebaran lapangan kerja yang tidak merata juga
mendorong para pencari kerja untuk bermigrasi ke kota metropolitan seperti

Jakarta, sehingga persaingan di dunia kerja menjadi semakin ketat.

Ditambah lagi dibukanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean, dimana
Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber alam yang
melimpah seperti kekayaan berupa tanah subur, sehingga banyak tanaman yang
dapat hidup di Indonesia. Jenis tanaman yang penting bagi dunia dapat tumbuh di
Indonesia, keanekaragaman fauna dan flora, kekayaan bawah laut yang luar
biasa,kekayaan akan barang tambang, keindahan alam yang berpotensi menjadi
objek wisata, dan lain sebagainya.menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara
yang paling diincar oleh investor asing yang menjadikan persaingan kerja di
Indonesia semakin ketat. Dampak negatif pada sisi ketenagakerjaan dapat dilihat

dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan

1 . . . . .
Indonesia-Investments, *“ Pengangguran di Indonesia”, http://www.indonesia-
investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255 (diakses 2 November 2017)


http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255
http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255

tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi
industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat
keempat di ASEAN. Dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut
akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di
Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di
bidang ketenagakerjaan. Jika tenaga kerja akuntan tidak dipersiapkan dengan baik,
alumni akuntansi di Indonesia bisa tergilas oleh tenaga kerja asing yang lebih

berkompeten®

Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut mahasiswa perlu dipersiapkan
dengan baik sebelum memasuki dunia kerja. Tidak hanya dituntut untuk memiliki
ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan, seorang tenaga kerja dituntut

untuk dapat memanfaatklan ilmu yang dimilikinya demi kemajuan perusahaan.

Melihat kebutuhan akan pentingnya mempersiapkan mahasiswa sebelum
terjun ke persaingan dunia kerja, Fakultas Ekonomi UNJ mewajibkan
mahasiswanya untuk menjalani masa magang sebagai bagian dari pemenuhan
tuntutan SKS, dalam hal ini mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. Dengan harapan
mahasiswa FE UNJ lebih siap dalam memasuki persaingan dunia kerja dan dapat
memanfaatkan ilmu yang telah didapat di perkuliahan di lahan pekerjaan

sesungguhnya.

2 Aghnia Rahmatun Nisa, “Bagaimana Menghadapai MEA bagi Seorang Akuntan”, Kompasiana,
http://www.kompasiana.com/aghniarn/bagaimana-menghadapai-mea-bagi-seorang-
akuntan_5737¢7535b7b614005d6d7da(diakses 2 November 2017)



B. Maksud Dan Tujuan PKL
Maksud diselenggarakan Praktik Kerja Lapangan(PKL) ini selain untuk
memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat wajib untuk lulus D3
Akuntansi,PKL juga dilaksanakan agar mahasiswa memiliki pengalaman di dunia
kerja.
Adapun tujuan dari dilaksanakannya PKL ini adalah sebagai :

1. Untuk memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja yang sesungguhnya,

2. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profosional yang diperlukan
mahasiswa
untuk memasuki dunia usaha.

3. Meningkatkan daya kreasi dan produktifitas tehadap mahasiswa sebagai
persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang
sesungguhnya,

4. Memahami sistem kerja bidang ilmu di divisi akuntansi pada dunia kerja
sesungguhnya.

5. Mempraktikan secara langsung pengetahuan yang telah mahasiswa dapat

di bangku perkuliahan D3 Akuntansi UNJ.

C. Kegunaan PKL
Manfaat yang didapat dari kegiatan PKL;
1. Bagi Mahasiswa
a. Mahasiswa dapat mempelajari secara langsung sistem kerja di dunia

kerja dalam bidang Akuntansi Pemerintahan,



b. Mahasiswa dapat melatih kemampuannya dalam bidang Akuntansi
Pemerintahan yang telah didapat selama berkuliah,
c. Mahasiswa dapat menganalisis secara langsung kesesuaian antara teori
dan praktek bidang Akuntansi Pemerintahan.
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ
a. Mendorong terlahirnya alumni berkompeten dibidangnya yang
membawa nama baik FE UNJ,
b. Mendapat bahan evaluasi kurikulum FE UNJ untuk lebih menjawab
kebutuhan dunia kerja.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial
a. Menambah jumlah tenaga kerja yang dapat membantu di bagian

keuangan.

D. Tempat PKL
Nama . Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Alamat - JI. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
E-mail Do
Websitte . http://www.kemsos.go.id/

Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos) dahulu
Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan

untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang


https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Pusat
http://www.kemsos.go.id/

sosial. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang
sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.
Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan
penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara

E. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL
Selama melaksanakan PKL ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu:
1. Tahap Persiapan
Praktikan mengurus surat permohonan permohonan yang berhubungan
dengan salah satu persyaratan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi,
Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal
Pemberdayaan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia . Kemudian
diserahkan kepada bagian umun, dan mendapatkan balasan pada tanggal 11
April 2017.
2. Waktu dan Pelaksanaan PKL
Mulai Kegiatan PKL pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 25 Agustus
2017 yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum’at dari pukul

08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.



3. Pelaporan
Praktikan menyusun laporan PKL yang merupakan salah satu syarat
kelulusan di Universitas Negeri Jakarta dimulai pada bulan Oktober hingga

November 2017.



BAB I

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

Sejarah Perusahaan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah
naungan Kementrian Sosial Republik Indonesia.Sehingga sejarah
terbentuknya sama dengan sejarah Kementerian Sosial Republik

Indonesia.Sejarah terbentuknya terbagi atas:

1.Masa Awal Kemerdekaan

Menteri sosial pertama adalah Mr.lwa Kusuma Sumantri
membawahi 30 orang dibidang perburuhan dan bidang sosial tanpa

memiliki latar belakang yang berhubungan.

2.Masa Pembubaran

Pada masa pemerintahan Presiden Aburahman Wahid,beliau
menggagaskan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan

masyarakat.Sehingga Kementerian Sosial dibubarkan.

3.Masa Penggabungan

Terbentuknya Badan Kesejahteraan Sosial Nasional(BKSN) tidak

menjadi solusi sehingga digabungkan Kementerian Sosial dan Departemen



Kesehatan tetapi hal ini juga tidak menjadi solusi yang efektif sehingga

pada akhirnya Kementerian Sosial kembali dimunculkan.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga
negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsi pemberdayaan sosial, telah ditetapkan struktur organisasi yang
menjadi wadah penggerak berjalannya fungsi secara optimal,
mempertimbangkan lingkup tugas yang meliputi pemberdayaan sosial
keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil (KAT) serta
pendayagunaan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan kelembagaan
sosial masyarakat. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial Bagian Keempat Pasal 12 dan Pasal 13 telah
menempatkan pemberdayaan sosial sebagai bagian integral dalam sistem
kesejahteraan sosial nasional. Oleh karena itu, sangatlah proporsional jika
lingkup ini dikelola secara khusus melalui satuan organisasi Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Lingkup tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
mengurusi dua persoalan utama yaitu: (1) kemiskinan dengan fokus
penduduk miskin yang meliputi fakir miskin dan komunitas adat terpencil
yang selain miskin juga mengalami keterpencilan secara geografis yang
mengakibatkan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan,

kerentanan dengan fokus keluarga rentan, serta keluarga pahlawan/perintis
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kemerdekaan yang mengalami kerentanan, dan (2) potensi dan sumber
kesejahteraan sosial dalam pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat
(community-based) dengan fokus sumber daya manusia merupakan modal
dasar mencakup tenaga kesejahteraan sosial, organisasi dan kelembagaan
sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, nilai dasar kesejahteraan
sosial, yaitu keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan

sosial.

Visi dan Misi yang ingin dicapai Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan PK (DITJEN

DAYASOS DAN PK) yaitu ;

1. Visi

Rumusan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
dan Penanggulangan Kemiskinan mengacu pada visi dan misi
Departemen Sosial, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi

yang telah ditetapkan.

Maka visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang
kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu

kondisi masyarakat yang masuk kedalam kategori PMKS



(Penyandang  Masalah  Kesejahteraan ~ Sosial)  menjadi
berkesejahteraan sosial pada tahun 2014. Kondisi ini merupakan
tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun
pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan target yang
ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan
fungsi sosialnya. Secara konstitusional, visi ini merupakan
jawaban terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 di
mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara.
Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan
bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak
telantar,hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan
proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua

kelompok sasaran ini termasuk kedalam PMKS.

Misi

11

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai

misi yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik. Misi tersebut adalah :
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Meningkatkan  aksesibilitas perlindungan sosial  untuk
menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial,
pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi
PMKS;

Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi
PMKS;

Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan
sosial dalam  bentuk bantuan  sosial, rehabilitasi,
pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan
kemiskinan;

Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam
perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan
penanggulangan kemiskinan;

Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan,dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin
keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran
kesejahteraan sosial;

Meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



B. Struktur Organisasi

@»)) | MENTERI SOSIAL RI

1. STAF AHL! BIDANG PERUBAHAN DAN DINAMIKA SOSIAL,
2. STAF AHL! BIDANG TEKNOLOG! KESEJAHTERAAN SOSIAL;
3. STAF AHLI BIDANG AKSESIBILITAS SOSIAL,

[TJEN
| | | |
DIREKTORAT JENDERAL ey
DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORATJENDERAL | | DIREKTORAT JENDERAL St o PENDIDIKAN, PENELITIEN
PERLINDUNGANDAN REHABILITASI SOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DANPENYULUHAN
JAMINANSOSIAL MISKIN iy
Gambar 11.1

Struktur Organisasi Kementerian Sosial.

Sumber : http://www.kemsos.go.id/
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Dalam melaksanakan PKL praktikan ditempatkan pada Sekretariat

Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pada Bagian

Keuangan yang merupakan dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.Dengan struktur organisasi sebagai

berikut:

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT EHERTORAY
PEMBERDAYAAN SOSIAL PEMBERDAYAAN KOMUNITAS | | KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, PEMRELOLANN. SUMBER: DANA

PERORANGAN, KELUARGA, DAN ADATTERPENCIL KESETIAKAWANAN DAN BANTUAN S0SIAL
KELEMBAGAAN MASYARAKAT RESTORASI SOSIAL

Gambar 11.2

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Sumber : http://www.kemsos.go.id/
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SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
PROGRAM DAN K:Sfr:‘;’iu ORGANISASI, HUKUM, DAN UMUM
PELAPORAN HUBUNGAN MASYARAKAT
] | | — |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
) PROGRAM DAN L]  TATALAKSANA — ORGANISAS| DAN — KEPEGAWAIAN
ANGGARAN KEUANGAN TATALAKSANA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
—— PEMANTAUAN DAN || PERBENDAHARAAN HUKUM - RUMAH TANGGA
EVALUASI DAN GAJI i
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
S PELAPORAN [ VERIFIKAS| DAN || HUBUNGAN MASYARAKAT L TATAUSAHA
AKUNTANSI
LL L L 1 1 1 11 1
LA L 1 1 I .-
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
J 1 11 111119
L0t 1 1111
Gambar 11.3

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Dayasos.

Sumber : http://www.kemsos.go.id/

Struktur organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan di
dalam suatu organisasi, badan usaha, ataupun instansi. Pembagian tugas
dan wewenang adalah upaya pengaturan tersusun yang dilakukan untuk
mencapai tujuan instansi. Setiap instansi mempunyai struktur organisasi
yang berbeda. Semakin berkembang kegiatan instansi maka semakin
diperlukan pembagian kerja dan koordinasi yang baik dalam menunjang
kelancaran operasi. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan


http://www.kemsos.go.id/
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pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan
direktorat jenderal. Dalam Sekretariat Direktorat Jenderal terbagi kembali
ke dalam beberapa bagian diantaranya :

1. Bagian Program dan Pelaporan

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas :
a. Subbagian Program

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan rencana program dan anggaran.
b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan

penyediaan data.
c. Subbagian Pelaporan

Subbagian  Pelaporan  mempunyai tugas melakukan
penyusunan laporan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat

Jenderal.
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2. Bagian Umum

a.

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi

surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga,

kesejehateraan pegawai, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Bagian Umum terdiri atas :

Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi surat
dinas, Kkearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi,
penggandaan, pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi
penunjukkan pejabat pengganti/pejabat sementara serta
penyusunan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat

Jenderal.

b. Subbagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi dan
perencanaan pegawai, urusan pengangkatan pegawai, gaji
berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan
administrasi mutasi pegawai pelaksanaan administrasi cuti
pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin
pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem

informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.
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c. Subbagian Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan urusan dalam penyediaan
kendaraan operasional dan koordinasi penyiapan dokumen
perjalanan dnas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan
pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan
dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan

Direktorat Jenderal.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan terdiri dari :

a.

Subbagian Tata Laksana Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur
kerja, analisis beban kerja.

Subbagian Perbendaharaan dan Gaji

Mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, tata
usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi serta
urusan gaji.

Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

Mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan, verifikasi,

dan akuntansi.
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4. Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi

dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat.

Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan
organisasi dan tata laksana.

b. Subbagian Hukum
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan,
dan kajian naskah hukum, serta bantuan hukum

c. Subbagian Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat

Kegiatan Umum Perusahaan

Program pokok adalah pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin,
dan komunitas adat terpencil (KAT) serta pendayagunaan nilai-nilai dasar
kesejahteraan  sosial dan kelembagaan sosial masyarakat.yang

dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria, serta pemberian
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bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial keluarga

dan kelembagaan sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemberdayaan Keluarga

dan Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan keluarga, asistensi
keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan tenaga
kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial, kemitraan
dunia usaha, dan pemberdayaan karang taruna.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan keluarga, asistensi
keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan tenaga
kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial, kemitraan
dunia usaha, dan pemberdayaan karang taruna;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di bidang
ketahanan keluarga, asistensi keluarga dan pemberdayaan
perempuan, pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat
dan organisasi sosial, kemitraan dunia usaha, dan pemberdayaan
karang taruna.

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang ketahanan keluarga,
asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan
tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial,
kemitraan dunia usaha, dan pemberdayaan karang taruna;

e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan keluarga,

asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan
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tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial,
kemitraan dunia usaha, dan pemberdayaan karang taruna.

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran,
kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan komunitas

adat terpencil.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemberdayaan

Komunitas Adat Terpencil menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kkebijakan di bidang persiapan pemberdayaan,
pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan
pengembangan potensi, keserasian dan penguatan komunitas adat
terpencil, serta kerjasama kelembagaan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang  persiapan pemberdayaan,
pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan
pengembangan potensi keserasian dan penguatan komunitas adat
terpencil, serta kerjasama kelembagaan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

persiapan pemberdayaan, pemberdayaan sumber daya manusia,
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penggalian dan pengembangan potensi, keserasian dan penguatan
komunitas adat terpencil, serta kerjasama kelembagaan;

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang persiapan pemberdayaan,
pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan
pengembangan potensi, keserasian dan penguatan komunitas adat
terpencil, serta kerjasama kelembagaan;

e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan,
pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan
pengembangan potensi, keserasian dan penguatan komunitas adat
terpencil, serta kerjasama kelembagaan; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran,
kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

3. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan kemiskinan

perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis,

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh,
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advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin
perkotaan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis,
pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh,
advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin
perkotaan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas, penataan sosial
lingkungan kumuh, advokasi sosial dan pengembangan
aksesibilitas warga miskin perkotaan;

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang identifikasi dan analisis,
pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh,
advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin
perkotaan;

e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis,
pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh dan
advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran,
kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

4. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

Direktorat ~ Penanggulangan Kemiskinan ~ Perdesaan
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
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pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan

kemiskinan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penanggulangan

Kemiskinan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kkebijakan di bidang identifikasi dan analisis,
pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh,
advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin
perdesaan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis,
pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh,
advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin
perdesaan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di bidang
identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas, penataan sosial
lingkungan kumuh, advokasi dan pengembangan aksesibilitas
warga miskin perdesaan;

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang identifikasi dan analisis,
pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh,
advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin
perdesaan;

e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan

analisis, pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan
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kumuh, advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga
miskin perdesaan; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan
anggaran, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

5. Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepahlawanan, keperintisan

dan kesetiakawanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penghargaan dan kesejahteraan
keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-
nilai  kepahlawanan dan  keperintisan, = pengembangan
kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan
dan makam pahlawan nasional,

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan dan kesejahteraan
keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-
nilai  kepahlawanan  dan  keperintisan,  pengembangan
kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan

dan makam pahlawan nasional,
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c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di bidang
penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis
kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai  kepahlawanan  dan
keperintisan, pengembangan kesetiakawanan sosial, pengelolaan
taman makam pahlawanan dan makam pahlawan nasional;

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang penghargaan dan
kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan,
pelestarian  nilai-nilai  kepahlawanan  dan  keperintisan,
pengembangan kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam
pahlawanan dan makam pahlawan nasional;

e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan dan
kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan,
pelestarian  nilai-nilai  kepahlawanan  dan  keperintisan,
pengembangan kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam
pahlawanan dan makam pahlawan nasional; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan

anggaran, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.



BAB Il1

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja
Praktikan melaksanakan PKL di Sekretariat Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang ditempatkan
Bagian Keuangan mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai 25 Agustus 2017. Selama
masa magang, praktikan berada di bawah pengawasan Bapak Ali Rachman
selaku pembimbing PKL praktikan. Penugasan yang diberikan kepada
praktikan secara garis besar yakni;
1. Membantu Memasukkan Data SPM ke Aplikasi SAIBA
2. Membantu Memasukkan Data Daftar Potongan Pegawai Departemen
Sosial Unit Dayasos.
3. Membantu Bendahara Menulis Nomor, Tanggal, Nomor Akun, dan Tahun
Bukti Kwitansi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

4. Menulis Surat Masuk dan Mengarsip.

B. Pelaksanaan Kerja

Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu
diberikan penjelasan mengenai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan oleh Bapak Edy Supriyadi, selaku Kepala Sub
Bagian Perbendaharaan dan Gaji dan Ibu Pratiwindiah Selaku Kepala Sub

Bagian Tata Laksana Keuangan praktikan lalu diberikan pemaparan terkait

27
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tugas dan kerja apa yang akan dilakukan serta pengenalan lingkungan kerja
terutama pengenalan dengan pegawainya.

Adapun perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama menjalani
masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian Keuangan sebagai berikut :
1. Membantu Memasukkan Data SPM/SP2D ke Aplikasi SAIBA

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian
Keuangan (BPPK Kemenkeu) bahwa Undang-Undang Keuangan Negara
telah mengamanatkan bahwa sistem akuntansi pemerintah harus
berdasarkan basis akrual. Untuk mengimplementasikannya diperlukan
persiapan-persiapan dan penyempurnaan dari segala bidang baik dari
sumber daya manusia, teknologi yang mendukung, serta persiapan dana.’
Sebelum basis akuntansi akrual penuh direalisasikan, sistem cash
basis towards accrual telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan
untuk tahun 2015 semua satker sudah harus melaksanakan sistem
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan akrual penuh dengan
didukung oleh sisitem aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA ini lebih
kompleks dari aplikasi SAKPA (Aplikasi keuangan satker sebelum

SAIBA) karena proses pengoperasian dalam aplikasi tersebut lebih banyak

dibutuhkan analisis akuntansi, khususnya dalam hal proses penyesuaian

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar telah memenuhi

prinsip periodisitas dan prinsip matching gain and revenue.

3 Erny Aryanti,”Peran Pemahaman Akuntansi Dasar Dalam Pengimplementasian SAIBA”,
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20197-peran-pemahaman-
akuntansi-dasar-dalam-pengimplementasian-sistem-akuntansi-instansi-berbasis-akrual-saiba
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Aplikasi SAIBA merupakan program aplikasi yang memodifikasi
aplikasi SAKPA dimana proses pengoperasiannya sama dengan SAKPA
yang meliputi perekaman dokumen baik manual maupun elektronik,
posting buku besar, dan terakhir penyusunan laporan keuangan. Bagi
operator SAKPA, proses ini sudah familiar sehingga pada saat
mengaplikasikan SAIBA, operator tersebut sudah memahami siklus proses
pengoperasian aplikasi tersebut. Pada saat perekaman dokumen yang
teridiri dari DIPA Petikan Satker, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Setoran
Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Memo
Jurnal penyesuaian, aplikasi akan menjalankan proses penjurnalan yang
kemudian dilanjutkan dengan proses posting ke dalam buku besar. Setelah
itu aplikasi akan memproses transaksi tersebut sampai pada tahap
penyusunan laporan keuangan.

Secara garis besar aplikasi SAIBA melakukan hal-hal berikut:

a. Jurnal anggaran dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
yang berupa Pagu Anggaran) yang disebut Allotment atas belanja
satuan kerja dan estimasi pendapatan yg dialokasikan pada saat kita
memasukkan data DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan
revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) lalu melakukan
proses "posting".

b. Jurnal realisasi baik pendapatan maupun belanja yaitu pada saat kita
memasukkan data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM

(Surat Perintah membayar) lalu melakukan proses "posting™.
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c. Jurnal Neraca yaitu pada saat kita memasukkan data bukti transaksi
penyesuaian lalu melakukan proses "posting".

d. Jurnal Penyesuaian pada saat kita memasukkan data bukti transaksi
penyesuaian berupa memo penyesuaian lalu melakukan proses
"posting".

e. Jurnal Penutup yaitu pada saat kita melakukan tutup akhir tahun lalu
melakukan proses "posting".

Guna mendukung implementasi akuntansi pemerintahan berbasis
akrual diperlukan dokumen sumber pendukung yang dikelola oleh unit
teknis untuk kemudian diberikan kepada unit akuntansi secara
periodik.Unit Akuntansi akan menggunakan dokumen sumber pendukung
tersebut sebagai dasar pembuatan memo penyesuaian (MP) agar dapat
diproses dalam Aplikasi SAIBA.

Dalam melakukan tugasnya,praktikan ditugaskan untuk membantu
Bapak Danni Saputra untuk memasukkan data data SPM (Surat Perintah
Membayar) ke Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual) secara manual.

Dalam hal ini praktikan diharuskan didampingi oleh Bapak
Danni,sehingga praktikan tidak diperbolehkan memasukkan data sendiri
data SPM tersebut ke SAIBA.Dimana data SPM diterima dari Bapak
Abdul Rozak selaku penanggungjawab SPM yang kemudian dimasukkan
ke aplikasi SAIBA dan kemudian dilakukan pengecekan berdasarkan

nomor dan tanggal SPM secara online apakah sudah dibayar atau tidak.
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Tahap-tahap yang praktikan lakukan dalam memasukkan data SPM/SP2D
ke SAIBA adalah Pertama praktikan menerima data Surat Perintah
Membayar (SPM) yang diberikan oleh bagian Penyiap Bahan Verifikasi
dan Akuntansi yang mengolah data SPM di aplikasi SAS.

Kemudian praktikan membuka Aplikasi SAIBA serta memasukkan
nama username dan password.Kemudian praktikan memilih ‘transaksi’
yang ada diatas bar aplikasi SAIBA.Lalu memilih ‘Daftar SPM dan
SP2D’ lalu memilih ‘tambah’ untuk memulai memasukkan data SPM ke
SAIBA .Data yang dimasukkan haruslah sesuai dengan yang ada di SPM
seperti Tanggal.Nomor,Jenis Pembayaran dan lainnya.Serta kegiatan yang
dimasukkan berupa nomor akun yang tertera di SPM serta jika terdapat
potongan dalam kegiatan tersebut dimasukkan berupa nomor akun yang
sesuai juga.Pada kolom Jumlah Bayar akan tertera berapa jumlah yang
harus dibayar.Kemudian tahap yang terakhir praktikan memilih ‘Simpan’
untuk merekam semua data yang telah dimasukkan tadi ke dalam SAIBA.

Hasil akhir dari pekerjaan praktikan di tahap ini adalah setelah
melakukan perekaman data maka akan terbentuk jurnal-jurnal realisasi.

Tabel 111.1

Contoh Jurnal

No.Akun Nama Akun Jumlah
521211 Belanja Bahan XXX
115612 Piutang dari KPPN XXX

Sumber : Jurnal SAIBA Kementerian Sosial
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2. Membantu Memasukkan data Daftar Potongan Pegawai Departemen

Sosial Unit Dayasos.

Setiap bulan seorang pegawai negeri akan mendapatkan gaji pokok

beserta tunjangan-tunjangan dari pemerintah, ditambah dengan kewajiban
untuk membayar iuran bagi keperluan sendiri.

a. Gaji pokok

Gaji pokok dibayarkan kepada pegawai secara berkala
setiap bulan selama yang bersangkutan bekerja sebagai seorang
PNS. Besarnya gaji pokok yang didapatkan oleh seluruh pegawai
di setiap instansi adalah sama disesuaikan pada pangkat dan
golongan. Gaji menjadi salah satu pendorong utama sebagian

masyarakat ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil.

. Tunjangan

Menurut Simamora (1997) disamping gaji, kompensasi
juga meliputi cakupan tunjangan-tunjangan (benefits). Tunjangan
karyawan (employee benefit) adalah pembayaran-pembayaran dan
jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan
perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian
tunjangan yang disesuaikan topik bahasan ini adalah : “Tambahan

pendapatan di luar gaji sebagai sokongan bantuan.”

4 Hasibuan, Handoko, (1994), Simamora (1997), Flippo, 1990 www.google.com Makalah: Tunjangan

karyawan

> http://kbbi.kata.web.id/tunjangan/


http://www.asncpns.com/2015/02/rancangan-pp-sistem-penggajian-pns.html
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Tunjangan sebagai bentuk pemenuhan Kkesejahteraan

pegawai selama bertugas sebagai seorang PNS. Tunjangan ini yang

membedakan besar kecilnya gaji yang didapatkan oleh satu

pegawai dengan pegawai lainnya.

Tunjangan secara umum di setiap instansi diantaranya meliputi:

1)

2)

Tunjangan Istri/Suami

Tunjangan ini diberikan bagi PNS yang telah berkeluarga,
baik itu suami atau istrinya. Masing-masing akan mendapatkan
tunjangan suami/istri dengan besaran 10 persen dari gaji pokok
dengan aturan yang berlaku. Salah satu aturan tersebut adalah
bagi suami istri yang berkedudukan sama sebagai PNS maka
tunjangan keluarga tidak diberikan kepada kedua-duanya tetapi
diberikan kepada salah satu yang gaji pokoknya paling tinggi.
Tunjangan Anak

Menjadi seorang PNS berarti merupakan aparatur negara
yang mengemban tugas untuk menjalankan roda pemerintahan
dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Namun perlu
diperhatikan bahwa PNS juga wajib mendapatkan
kesejahteraan baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya.
Setalah sebelumnya tunjangan yang diberikan adalah tunjangan
suami/istri, seorang PNS juga akan mendapatkan tunjangan

anak.
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4)

5)
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Tunjangan anak diberikan jika dalam satu keluarga
memiliki anak baik anak kandung ataupun anak angkat,
masing-masing akan mendapatkan bagian 2% dari gaji pokok.
Tunjangan Jabatan

Tunjangan ini ditujukan bagi pegawai negeri sipil diluar
pegawai yang menerima tunjangan jabatan structural,
tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan
dengan tunjangan jabatan. Besarnya tunjangan tergantung pada
golongan sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2006.

Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural adalah tunjangan yang
diberikan kepada pegawai negeri yang berkedudukan sebagai
pejabat struktural yang didasarkan pada jabatan eselon.
Jumlahnya memang lebih besar jika dibandingkan dengan
tunjangan jabatan umum, tata cara pembayaran dan besarannya
diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26
Tahun2007.

Tunjangan Beras

Tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri sipil
setiap bulan berdasarkan pada harga beras yang berlaku pada
saat ini. Namun biasanya besarnya ditentukan atas harga
pembelian oleh pemerintah kepada Perum Bulog. Pembayaran

tunjangan ini dibedakan atas dua jenis yaitu natura dan uang.
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Tunjangan Khusus Pajak

Tunjangan khusus pajak adalah tunjangan untuk
pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkan oleh PNS,
TNI, dan Polri, baik yang masih aktif kerja ataupun yang telah
memasuki masa pensiun. Pemotongan dilakukan secara

otomatis dengan dibebankan kepada APBN atau APBD.

c. Potongan pegawai

Seorang pegawai dalam hal keuangan memiliki hak dan

kewajiban, kewajiban yang harus dilakukan adalah dengan membayar

iuran seperti aturan yang berlaku.

Jenis-jenis potongan gaji pegawai tetap setiap bulannya adalah:

1)

2)

Korpri(Korps Pegawai Republik Indonesia)

Kopri merupakan organisasi di Indonesia yang
beranggotakan Pegawai Negeri Sipil ,pegawai BUMN,BUMD
serta anak perusahaan ,dan perangkat Pemerintah Desa.Namun
lebih sering dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil.Sejak
zaman reformasi Kopri berubah menjadi organisasi yang
netral tidak berpihak terhadap partai politik tertentu.Dimana
dalam Kopri ini pegawai diwajibkan membayar iuaran setiap
bulannya yang dipotong langsung oleh gaji.

Potongan gaji pegawai lainnya

Menurut Undang — Undang UU No. 25 Tahun 1992
(Perkoperasian Indonesia) Koperasi adalah Badan usaha yang

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi
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dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan
atas dasar asas kekeluargaan.®

Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI memberikan
pinjaman kepada anggota yang memerlukannya melalui
Simpan Pinjam (Hasipin) maupun pinjaman kerjasama dengan
pihak bank;

a) Pinjaman Hasipin
Pinjaman ini merupakan hasil kelola dari
modal sendiri dengan besaran pinjaman maksimal
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) waktu
pengembalian paling lama 3(tiga) tahun dengan
margin/keuntungan untuk koperasi sebesar 10,2%
pertahun.
b) Pinjaman melalui bank
Melalui Bank Rakyat Indonesia, dengan
besaran pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) .Besar pinjaman disesuaikan

dengan golongan Pegawai .

® Undang — Undang UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia)
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Praktikan ditugaskan untuk memasukkan data masing-masing
potongan yang ada sesuai dengan nama pegawai yang bersangkutan seusai
dengan nilai yang ada di daftar potongan yang telah diberikan.contohnya
seperti potongan toko dalam koperasi.

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk
membantu Ibu Siti Fatimah selaku Arsiparis Penyelia untuk memasukkan
data daftar potongan pegawai depaertemen sosial unit Dayasos.

Tahap-tahap yang praktikan lakukan dalam kegiatan ini adalah
pertama-tama praktikan menerima data potongan pegawai misalnya dari
koperasi kemudian praktikan ditugaskan untuk mengetik daftar nama
pegawai tetap dan daftar gaji kotor yang diterima oleh pegawai tetap unit
Dayasos kedalam Microsoft Excel. Kemudian praktikan ditugaskan untuk
membuat kolom-kolom daftar potongan ke Microsoft Excel tersebut.
Memasukkan data daftar potongan yang tersedia kemasing-masing kolom.
Lalu mengurangi gaji pokok dengan jumlah potongan sebagai gaji bersih.

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah gaji bersih yang akan diterima
oleh pegawai setiap bulannya setelah dikurangi oleh daftar potongan yang
ada.Lalu praktikan menyerahkan data gaji bersih tersebut kepada Arsiparis
Penyelia yang kemudian disimpan di komputer yang bersangkutan untuk

dikelolah lebih lanjut.

Membantu Bendahara Menulis Nomor,Tanggal,Nomor Akun,dan Tahun

Bukti Kwitansi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
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Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah rincian
pelunasan atas belanja negara menggunakan anggaran.Dimana dalam
SPTB ini telah dibayar lunas semua belanja dalam Sekretariat Dayasos
disertai dengan nomor bukti dan penyertaan lampiran kwitansi yang telah
dicap lunas. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) diperlukan
sebagai bukti bahwa pihak yang bersangkutan bertanggung jawab penuh
atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada pihak yang berhak
menerima.Seperti yang kita ketahui bahwa dalam SPTB terdapat nomor
bukti dimana nomor bukti tersebut haruslah dicatat pada cek atau kwitansi
pembayaran agar mengetahui bahwa cek tersebut sudahlah dibayar

lunas.Demikian juga dalam penulisan tanggal,nomor akun dan tahun

anggaran.
Tabel 111.2
Contoh Belanja Sekretariat Dayasos
No. | No.Akun Uraian Jumlah
1 521211 | Pembelian Alat Tulis Kantor dalam 600.000

rangka keg.Pengendalian Program

subsidi pangan(keg ke-3)

Sumber : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kemensos
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Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas
membantu Ibu Dwi Handayani selaku bendahara untuk melakukan
penulisan nomor bukti yang tertera pada Surat Penyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB) pada cek yang bersangkutan sebagai nomor bukti kas.
Dalam hal ini praktikan menerima data SPTB dan cek dari bendahara.
Kemudian praktikan menulis tanggal pembayaran yang tertera pada SPTB
di cek. Setelah itu praktikan menuliskan nomor akun yang tertera pada
SPTB di cek yang bersangkutan serta menuliskan tahun bukti transaksi

tersebut yang ada pada SPTB di cek yang bersangkutan.

Kemudian semua cek yang telah dilunasi haruslah diarsip sesuai
urutan yang ada di SPTB.Sehingga dalam penyusunannya haruslah rapi
agar memudahkan dalam pengecekan cek yang masih belum diarsip
ataupun kendala lainnya. Karena dalam hal ini instansi sangatlah dituntut
untuk menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang

telah dilaksanakan.

Hal ini berdampak pada ketersediaannya instansi tersebut untuk
dilakukannya pemeriksaan terhadap bukti bukti pengeluaran oleh aparat
pengawas fungsional pemerintah. Sehingga selain harus disimpan bukti
tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi yang
bersangkutan dikarenakan jika adanya pemeriksaan, instansi yang
bersangkutan bisa mempertanggung jawabkan tanpa adanya perbuatan
curang, atau kehilangan dokumen serta bukti-bukti yang diperlukan dalam

SPTB.
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Sehingga hasil akhir dari kegiatan ini adalah cek yang telah disusun
sesuai SPTB serta pengecekan cek yang harus sesuai jumlah dengan yang
ada di SPTB. Kemudian seluruh cek dan SPTB yang telah di susun ini

diserahkan kepada bendahara untuk dikelolah lebih lanjut.

4. Menangani surat masuk

Surat Masuk adalah sarana komunikasi tertulis yang diterima dari
instansi lain yang bersifat kedinasan.Surat masuk berfungsi sebagai bahan

pengingat,pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut.

Tabel 111.3

Contoh Pengirim Surat Masuk dan Pokok Isi Surat Bagian

Keuangan
No. Pengirim Surat Pokok Surat
1. Kanwil Ditjen Pengesahan revisi anggaran ke 1 No.8
Perbendaharaan Papua DIPA.027.03.4.2591/05/2017 tanggal 7
Desember 2016
2. Dinsos Provinsi Rekapitulasi laporan Bulanan dan Triwulan
SumateraBarat I pelaksanaan kegiatan pembangunan
(APBN)

Sumber : Dokumen Surat Masuk Kemensos

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk
melakukan pencatatan surat ke dalam buku agenda surat masuk yang
ditujukan kepada bagian keuangan sekretariat Dayasos dengan arahan

Bapak Udin Jaenudin.
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Tahap-tahap yang dilakukan praktikan dalam kegiatan ini adalah
pertama menerima surat dari bagian umum yang ditujukan kepada
Bagian Keuangan. Praktikan melakukan penyortiran surat, jika surat itu
untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat
diberikan langsung kepada alamat yang dituju, tetapi apabila surat itu
merupakan  surat dinas karena menyangkut  kepentingan
perusahaan/organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut.

Kemudian praktikan melakukan pencatatan surat ke dalam
buku agenda dan ke lembar disposisi. Setelah itu memberikan surat
kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk
mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses
selanjutnya dari surat tersebut.

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah mencatat tindak lanjut yang
diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan lalu mengarsipnya sesuai
nomor diterimanya surat.Kemudian menyimpannya kedalam tempat

penyimpanan surat-surat.

C. Kendala Yang Dihadapi

Selama praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan menyadari
adanya beberapa kendala yang berasal dalam diri praktikan maupun dari
internal instansi sehingga menghambat kegiatan PKL. Kendala yang

praktikan hadapi selama menjalankan PKL, yaitu :
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1.Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan
mengalami permasalahan dalam hal berkomunikasi dengan pegawai,
karena masih dalam tahap awal dan belum mengetahui karakter dari
masing-masing rekan pegawai sehingga cukup sulit untuk meminta

penjelasan tentang pekerjaan yang akan praktikan lakukan.

2. Tidak lengkapnya kwitansi yang diterima saat melakukan
penomoran bukti lunas.Sehingga praktikan harus menunda

penomoran beberapa kwitansi yang belum tersedia.

3. Kesulitan dalam mengingat singkatan dokumen-dokumen dalam

melakukan pengarsipan.

D. Cara Mengatasi Kendala

Dalam setiap kendala yang dihadapi seseorang pasti akan ada jalan
keluar atau cara mengatasi kendala tersebut. Berikut cara Praktikan
mengatasi kendala yang Praktikan hadapi pada saat pelaksanaan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) :

1. Praktikan berusaha berkomunikasi dengan pegawai lain, dimulai
dengan berbincang bincang dengan sesama pegawai wanita untuk
menumbuhkan kebersamaan sesuai dengan yang diungkap Wilbur

Schram, apabila kita berkomunikasi sebenarnya kita sedang berusaha
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menumbuhkan suatu kebersamaan (commones) dengan seseorang.
Yaitu kita berusaha membagi informasi, idea atau sikap.’

2. Memberitahukan kwitansi yang dibutuhkan kepada
bendahara,kemudian bendahara akan meminta kwitansi belanja yang
tidak lengkap kebagian yang bertanggungjawab atas kegiatan
belanja.

3. Dalam menangani kesulitan mengingat singkatan dokumen maka
praktikan bertanya kepada pegawai lain atau mencari di internet
terlebih dahulu.Jika nama dokumen tersebut kepanjangan dan harus
di singkat agar lebih efektif misalnya Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Belanja disingkat menjadi SPTB.

" Tommy Suprato, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, (Yogyakarta : MedPress, 2009)



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan dibawah
naungan Kementerian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.Praktikan
merasakan manfaat magang di Sekretariat Pemberdayaan Sosial Republik

Indonesia, antara lain;

1. Praktikan dapat menerapkan ilmu akuntansi pemerintahan yang telah
praktikan dapat di bangku perkuliahan bidang akuntansi.

2. Praktikan mempelajari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
di Sekretariat Pemberdayaan Sosial. Karena selama berkuliah praktikan tidak
pernah mempelajari secara praktik aplikasi SAIBA dan mendalami mata
kuliah terkait akuntansi pemerintahan berbasis akrual.Pengalaman magang di
Sekretariat Dayasos membantu praktikan memahami akuntansi di bidang
pemerintahan.

3. Praktikan semakin menyadari tuntutan keahlian yang dibutuhkan untuk
mendukung pekerjaan di bidang akuntansi, seperti kemampuan menggunakan
excel, ketelitian dalam bekerja, pentingnya bukti transaksi dalam menyusun

laporan keuangan, dan sebagainya.
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Saran-Saran

Dengan adanya program PKL yang telah praktikan jalani di Koperasi Kasih

Indonesia saran yang dapat praktikan berikan kepada adalah ;

1. Kepada calon praktikan lain

a)

b)

Calon praktikan selanjutnya perlu mencoba tempat praktik lain, hal ini
demi memperkaya pengetahuan praktikan atas perlakuan akuntansi
berbagai jenis usaha dan membawa nama FE UNJ ke lingkungan
pekerjaan.

Berupaya untuk selalu berprilaku baik dengan selalu mengikuti peraturan
yang telah ditetapkan oleh instansi sehingga tercipta citra yang baik satu

sama lain, baik instansi dengan mahasiswa maupun dengan universitas.

2. Fakultas Ekonomi UNJ

a)

b)

a)

Pihak kampus perlu membina hubungan baik dengan entitas tempat
praktik mahasiswa FE UNJ. Dengan terbangunnya hubungan yang baik,
diharapkan dapat tercipta kerjasama yang saling menguntungkan
antarpihak dimasa depan.

Penting bagi pihak kampus untuk menyediakan pendampingan bagi
mahasiswa selama masa praktik. Hal ini akan memaksimalkan
perkembangan praktikan selama menjalani masa praktik dan

meningkatkan citra FE UNJ di tempat praktik mahasiswanya.

Sekretariat Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Indonesia

Sekretariat Dayasos telah memberi sumbangsih bagi pengembangan

potensi mahasiswa yang menjalani masa magang di Sekretariat Dayasos.
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Diharapan Sekretariat Dayasos terus membuka peluang-peluang magang

bagi calon praktikan lain.

b) Terus memperbaiki sistem program penerimaan mahasiswa untuk praktik

kerja lapangan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Indonesia-Investments, “ Pengangguran di Indonesia”, http://www.indonesia-
investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-
makro/pengangguran/item255 (diakses 3 November 2017)

Kieso Paul D, Weygandt Jerry j, Warfield, Intermediate Accounting Vol. 2.
United States of America,Wiley

Erny Aryanti,”Peran Pemahaman Akuntansi Dasar Dalam Pengimplementasian
SAIBA”, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-
keuangan-umum/20197-peran-pemahaman-akuntansi-dasar-dalam-
pengimplementasian-sistem-akuntansi-instansi-berbasis-akrual-saiba (Diakses 10
November 2017)

Kompasiana, “Bagaimana Menghadapai MEA bagi Seorang Akuntan”,
http://www.kompasiana.com/aghniarn/bagaimana-menghadapai-mea-bagi-
seorang-akuntan_5737c7535b7b614005d6d7da(diakses 4 November 2017)

Kementerian Sosial RI, www.kemsos.go.id.com (diakses 25 November 2017).

Undang — Undang UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia)

Suprato, Tommy, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, (Yogyakarta :
MedPress, 2009)

Hasibuan, Handoko, (1994), Simamora (1997), Flippo, 1990 www.google.com
Makalah: Tunjangan karyawan(Diakses 26 November 2017)

47


http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255
http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255
http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20197-peran-pemahaman-akuntansi-dasar-dalam-pengimplementasian-sistem-akuntansi-instansi-berbasis-akrual-saiba
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20197-peran-pemahaman-akuntansi-dasar-dalam-pengimplementasian-sistem-akuntansi-instansi-berbasis-akrual-saiba
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20197-peran-pemahaman-akuntansi-dasar-dalam-pengimplementasian-sistem-akuntansi-instansi-berbasis-akrual-saiba
http://www.kompasiana.com/aghniarn/bagaimana-menghadapai-mea-bagi-seorang-akuntan_5737c7535b7b614005d6d7da(diakses%204
http://www.kompasiana.com/aghniarn/bagaimana-menghadapai-mea-bagi-seorang-akuntan_5737c7535b7b614005d6d7da(diakses%204
http://www.kemsos.go.id.com/

48

LAMPIRAN

Lampiran 1

Logo Kementerian Sosial RI

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Sumber : http://www.kemsos.qgo.id/



http://www.kemsos.go.id/

Lampiran 2

Surat Keterangan Magang

49

Sumber : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI
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Lampiran 3

Kartu bimbingan PKL

Sumber : fe.unj.ac.id



Lampiran 4

Absen selama masa Praktik Kerja Lapangan

Sumber : fe.unj.ac.id
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Sumber : fe.unj.ac.id
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Sumber : fe.unj.ac.id



Lampiran 5

Penilaian Praktik Kerja Lapangan

54

Sumber : fe.unj.ac.id
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Lampiran 6

Input SPM ke SAIBA

I Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual-Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran i e )
Tabel Referensi Transaksi TerimaSKPA Proses Rekonsiliasi BMN Laporan _Likuidasi

Tahun Anggaran 2017

Tol. 5P [fio-08-2017 | wo.sPu [00172 | KPPN JAKARTA VI

Tol P20 [11-08-2017 | Ho.5P2D ‘wmzﬁmnzn,—m ‘ Cara Bayar Giro Bank

Jumiah Bayar 58,721,801 Jenis Pembayaran

Sifat Pembayaran

Pengeluaran Anggaran
Pembayaran Langsung (LS}

Dasar Pembayaran

Dokumen Fungsi, Sub fungsi, BA-Unit Es.J, Frogram
1w 23 08
porure kegistan,  Oulput,  Lokasi, Jenis Bekania

Tgl. Dekumen l:l

Sumber Dana / Cara Penarikan

s21211 [ 66,250,000

08 2241 950 [521211 66,250,000

411123 | 903,409

411122 903,409
015 o4 [a11211 6,625,000

| »

Total Rupish MAK 66,250,000 Total Rupizh MAP 7,525,408

TambahDetil UbahDeil HapusDeil TambahPotongan  UbahPotongan ‘HaDusPntuﬂgan

S
simpan | Batal

Sumber : SAIBA unit Dayasos

Lampiran 7

Contoh Jurnal di SAIBA

==

Report Designer - lus_jmfx - Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual-Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran OS0!
B TobelReferensi Transsksi Terima SKPA Proses Rekonsiliasi BMN Lsporan Likuidasi Utiity  Selessi

KEMENTERIAN SOSIAL
DITJEN PEMBE RDAYAAN SOSIAL

INSTAN SI PUSAT
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDE RAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
JURNAL TRANSAKSI SATKER
PERIODE TAHGGAL 1 S/D 31 AGUSTUS 2017
Tanggal : 2411
Haaman

JURNAL AKRUAL SAl Prog ID : w_jrns.ix
TGLDOK HODOK BAES1 WL SATKER PROG GIAT OUTPUT SDCP J.§ BUN NKASTRN KD MAK/P AKUN DEBET KREDIT
JNS DOK SP20PL
01082017 1718210302152 02703 0199 630388 08 2241 980 010 KP O 0 3 524119 524119 38,550,000
0108217 1718210302152 02703 0199 620859 03 2241 950 M0 KP O 0 3 52418 3HN 38,550,000
01082017 171821502000904 02703 0199 60859 08 2241 994 010 KP O 0 3 ST S0 683,869900
01082017 17182150200090¢ 02703 0198 630859 08 2241 984 010 KP O O 3 ST 31N 683,869,900
0108217 171821502000904 02703 0199 620859 03 2241 94 M0 KP O O 3 SMME 5119 8584
01082017 171821502000904 02703 0199 60859 08 2241 994 00 KP O 0 3 SIIME 3NN 8584
01082017 17182150200090¢ 02703 0198 630859 08 2241 984 010 KP O O 3 SI121 510121 48802770
0108217 17182150200090¢ 02703 0195 620853 03 2240 984 040 KP O O 3 SIH121 31310 48502770
01082017 171821502000904 02703 0199 60859 08 2241 94 010 K O 0 3 SN2 SN2 12422902
0108217 17182150200090¢ 02703 0195 620853 03 2240 984 040 KP O O 3 S22 31310 12422802
0108217 171821502000904 02703 0199 630859 03 2241 994 M0 KP O O 3 511123 511123 73850000
01022017 17182150200090¢ 02703 0192 630389 08 2241 994 010 KP O O 3 S11123 31310 73,050,000
0108217 17182150200090¢ 02703 0198 60858 03 2241 984 010 KP O O 3 Si124 51124 3,650,000
0108217 171821502000904 02703 0199 620859 03 2241 994 M0 KP O 0 3 SIM24 3;N 3,650,000
01022017 17182150200090¢ 02703 0199 630388 08 2241 984 010 KP O 0 3 SI1128  E11138 2,110761
01082117 17182150200090¢ 02703 0198 630859 08 2241 984 010 KP O 0 3 SIM125  31HN 2,118,781
01082017 171821502000904 02703 0199 60859 08 2241 94 010 K O 0 3 SIN% 511126 38237760
01082117 17182150200090¢ 02703 0199 630859 08 2241 984 010 KP O 0 3 SI1126 31N 38,237,760
0108217 17182150200090¢ 02703 0195 620859 03 2240 994 040 KP O O 3 SIH1S1 511151 21,405000
01082017 171821502000904 02703 0199 60859 08 2241 994 010 KP O 0 3 EIMET 3NN 21,405,000
11082017 171821301027674 02703 0192 630359 08 2241 950 010 KP O 0 3 821211 521311 £6,250000
1108217 1718210102767 02703 0195 620859 03 2240 950 040 KP O O 3 S2A2A1 33 66,250,000

Ju moL AN 989,366,677 989,366,677

Sle|olv/]5 =]

Sumber : SAIBA unit Dayasos




Lampiran 8

Contoh Surat Perintah Membayar (SPM)

Sumber : Bagian Penyiap Bahan Verifikasi dan Akuntansi
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Lampiran 9

Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

Laswpaan § Parmernts M
Moot 1 30 tabun 2012
Tangsal : 0 Dwember 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)
Nomor : XXX/SM—.IUVS-SOW”W/!M?

1 Xode Satuan Kerja 1 30859

2 Nama Satean Kecjs : Seb ist Ditjen Pemnberd Soslal

5 Tgl./ Nomer DIPA . 7 Desember 2016, No. $7 DIPA-027.03.1,630855/2017
4 Kasifikasi Anggaran : 01/ 03/08/ 2241/ wex/ xonxx

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kuass Pergiuna Argparan Saluan Kerfa Direktorat Mnderal Pember-
daysan Soval Kemensos Rl (620858), menyatakan bahwa sy bertangrungiawab secara Sormal dan material atas
segals pengeluaran yang telah dibavar unas cleh Bendahara Pengeluaran kepads yang berak menerima serta

ksbanaran pechitungsn dan setoran pajak yang telsh dipungut atas but dengan pering
sebigai berlbut
BUKTI TARAK TANS DOUMGUT
WO A PERERA URAIAN JUNLAR WEMD. PENGELUARAN
i WO " [
3] 2 3 3 2 3 7 ) E)
e i b N e s S s ] | ] = R -
2241001052 (0)
DAM IEXONSIIAS: SURSICH PANGAN
1 | 524213 | RANMAWAT] BUDH U, [Penarima Trazspart Metugans SPA SPI0
o dalar rargha Peryeiessan Asrivitriol
N2 1M D Waaangan dies Dap buan April & Mel
2017 (2 detan) LT | KT .00 . -
241000 024 [A]  (PENGENDALIAN PROGRAM SUBSI PANGAN
A MAPAT BASA
1| S22 TOWO SEFA Perrbmian Ale Tubs Cantee |ATK) Sabm
rargha heg Pergenadian Pragram St
ol Pargan [Cag be 3| LNV | KRR -
7 | 521211 JUMIATU Copy Caster Sapa perggandas bahun/ maten dn
. rangia long Pargerdarin) Program Set-

750,000
ik Pargin |Keg b3 1T | VI 500 000
3 | 5u Poedok GEMES |84 n komurre (mahin 120g Bou) B
-angha beg Pengsadaiar Prograre Sb
. (i Sxages (g bo-3) AIMWAT | Wi 1250000 135 000 -
¢ | s MONAM| Badoory | Birys oo keoil jursck bos] dalan
rergha heg Peagerciaban Progren S
0.0
S00.000

wdi Pargan (Xag be-3| 200037 | Ky ioes -
» 1 RELdaa ) SR SUMMN REDes Pecyasaian don pory Suden leguesas ey

rangha koeg Pergerelidbn Progam Sab-

b Pungan |Ceg he-3 AT | RINT -

1 | 522151 | Dra MARTONO LARAS [Hosaranars Nack Surier daam ringks
Magutan Pergenciun Program Sl
Pargar, wharpak 2 jam L7 U iees 13n 00 - 420000
3| Sz2i51]|  RANNAIRYART  |Hororsnum Mats Semmber dulerm riegha
egtan Pergendatian Progeen Subsdl
Pangan, seburyal 2 2m LW | WYL 2.800.000 . 420.000

1 1524113 RAomaa MYANTI  |Tranmposs Nare Sumber dilan gy
Moog atar Pasgerdaban Pograre Subnat
Pang, 3 lukarta AN | 150 000 .

221003054 (C)  |RAPAT KODRDINAS: BAN XONSULTASI
PAKET FLLL DAY)
| | s WTAI BARY Al Tubs Cartoe IATH) a3

Sumber : Bendahara unit Dayasos




Lampiran 10

58

S

2pria
. 19660613 1992021 (

Contoh Kwitansi
No. Bukti Kas ](;0&47 ’Zzy/w/aw- 4 % €2IM
Tangygal : ..L’Z..- ;
> M. A. ‘ .ﬁL__“
‘Nb. —_ J Tahun Anggzaroan _2:‘3_@_’_____._
Telah terima dari Kuass e e
Uang Sejumlah. ~ EEEEEEFarEs tous Putan Ribe Rupianl
;ﬂ“@;’m‘,‘mm;emhenan ATK dalam rangka Rapat Biasa Pengendalian
SetditjerProgerdmai8Gdisidi Pangan (gie?_ Ke3) — - Thenbg,
= Tang@al...cucessessssssessenes 1ni . ok
Bendahara Pengeluaran Vi
arbilang Rp. —750.000,=— AL 4.8 EOKS ¢
R AERILYANL. H . ® OX D ."

Sumber : Bendahara unit Dayasos



Lampiran 11

Daftar Potongan Koperasi Unit Dayasos

Sumber : Koperasi Konsumen Kementerian Sosial unit Dayasos
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Lampiran 12

Perhitungan Potongan Gaji Pegawai

potpegadsx - Microsoft Excel [E=RRal >

m Home | Insert  Pagelasyout  Formulas  Data  Review  View  NitroPro7 o @ =@ =
=0 ¥ cut " . = = },j ) g Sm g = AutoSum ~ ;\IJ—,- Ea
Calib -1 v Siwrap Tet General - (I | ,
) acony - alibri ¥ S wrap Te eneral L e By & ﬂJ - 7
Paste X B I U- o Bl Merge & Center~ | B - 3, 5 | %3 ;98 Conditional Format Cell | Insert Delete Format Sort & Find &
- < Format Painter = = - % 00> rmatting = as Table + Styles + - ~ | @Cear~  Fiter~ select-
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing
H9- =
H1 - 5 “
-
A 8 c D] E F G H 1 K L [ N 0 2 [ [] s T u =
1 DIT.KKK. suisan SEPTEM 2017
2 KOPERASI KREDIT LAIN-LAIN JUMLAH
3 Hama GAIIKOTOR [ ADM | KORPRI| KAMBOIA HASIPIN [ARISAN BRI KM/BJB POTONGAN BERSIH
4 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 7
5
3 DRS_ HOTMAN, Msi
7 DRA. LIES INRIATI
8 DRS. ARIEF NARAR, 5381800

250.000] 2.327.000]

NENENG RUSMAYAN 3.692.500)

1
2
s

9 2 |mn
s

12 RITA DAME R 52
13 5 |sanoerrusw, 55
14 5 |ora suaman

15 | 20 |nanisva paRDOSLA|

17 | 22 [aris Harvap), amo| 352 778)]

18 |_13 [samsanc pusnantd

2.400.000]

2.770.000] lunas
- 427.100]

2.704.167]
1.229.200]

21 ] 16 [asmawan
22| 27 [enann pesTiaTLs|

1612.500]

22 10 [pRa ROSSITATRIH 250.000)
25| 20 [sukamTo

26| 21 |awrov iovan amr
27 |22 [mizaszrit, s.hum
28| 23 [tisusiawan

H 4 » M| Sheetl ~Sheet? Sheetd ~¥1

Bl- o e o

Sumber : Data Excel Potongan Gaji Pegawai unit Dayasos

1.475.000]

2.416.667|

4]

f

=]




Lampiran 13

Contoh Surat Masuk

Sumber : Arsip surat masuk unit Dayasos
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Sumber : Arsip surat masuk unit Dayasos
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Lampiran 14

Agenda Surat Masuk

Sumber : Agenda surat masuk unit Dayasos
Lampiran 15

Lembar Disposisi

Sumber : Agenda surat masuk unit Dayasos
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Lampiran 16

Log Harian

64

Sumber : Data diolah sendiri oleh penulis
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Sumber : Data diolah sendiri oleh penulis
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Sumber : Data diolah sendiri oleh penulis
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